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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Manajemen Keuangan

2.1.1 Pengertian Manajemen Keuangan

Untuk menjalankan usahanya setiap perusahaan memerlukan dana. Dana diperoleh dari pemilik perusahaan maupun utang. Dana yang digunakan perusahaan digunakan untuk membeli aktiva tetap, untuk memproduksi barang dan jasa, membeli bahan – bahan untuk kepentingan perusahaan, baik untuk kepentingan transaksi maupun untuk menjaga likuiditas perusahaan.

Beberapa pengertian manajemen keuangan didefinisikan sebagai berikut :

Menurut Van Horne yang diterjemahkan oleh Heru Sutojo (1997 : 2),  manajemen keuangan adalah :

“Segala aktivitas berhubungan dengan perolehan, pendanaan dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh. Oleh karena itu fungsi pembuatan keputusan dari manajemen keuangan dapat dibagi menjadi tiga area utama keputusan sehubungan investasi, pendanaan dan manajemen aktiva”

Sedangkan menurut Bambang Riyanto (1995 : 4), manajemen keuangan adalah :

“Keseluruhan aktivitas yang bersangkutan dengan usaha untuk mendapatkan dana dan menggunakan untuk mengalikasi dana tersebut”.

Jadi prinsip manajemen perusahaan menuntut agar baik dalam memperoleh maupun menggunakan dana harus didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas. Dengan demikian manajemen keuangan tidak lain adalah menyangkut kegiatan perencanaan, analisis dan pengendalian dan kegiatan perusahaan.

2.1.2 Fungsi Manajer Keuangan

Dalam suatu perusahaan pasti memiliki divisi atau bagian keuangan yang dipimpin oleh manajer keuangan, sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan (financial) menjadi tanggung jawab manajer keuangan. Fungsi manajer keuangan menurut Copeland (1995 ;5) adalah :

1) Menganalisa seluruh aspek keuangan perusahaan.

2) Menentukan beberapa besar nilai investasi yang harus dilakukan.

3) Menentukan bagaimana struktur modal perusahaan dan bagaimana memperoleh dananya.

4) Menganalisa perkiraan neraca.

5) Menganalisis laba rugi.

6) Menganalisis aliran kas opearsi dan aliran kas non operasi.

Pendapat Copeland lebih menekankan pada fungsi manajer keuangan yang menitikberatkan pada kinerja keuangan perusahaan, sedangkan secara umum fungsi manajer keuangan adalah menghimpun dana, mengalokasi dana dan mengelola perputaran dana.

Tujuan manajer keuangan adalah untuk memaksimalkan kekayaan perusahaan yang dilaksanakan oleh semua dana yang ada dan dapat melakukan evaluasi kinerja keuangan sebagai dasar untuk menentukan kinerja selanjutnya karena kekayaan perusahaan tercermin dari harga saham.

Tujuan perusahaan adalah memaksimumkan nilai perusahaan (kekayan perusahaan). Tujuan tersebut dapat dicapai apabila manajer keuangan dapat menjalankan fungsi – fungsi dari manajemen keuangan dengan baik.

Keputusan pengalokasian dana dan peran serta seorang manajer keuangan yaitu:

1. Keputusan Pengalokasian Dana

Kegiatan yang termasuk dalam pengalikasian dana adalah perencanaan dan pengendalian penggunaan aktiva lancar maupun aktiva tetap agar dana yang ditanamkan dalam masing – masing pos aktiva itu dapat digunakan sesuai dengan kebutuhannya, maka pengalokasian dan tersebut didasarkan pada perencanaan yang baik dan tepat sehingga penggunaan dari aktiva tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu seorang manajer keuangan harus dapat memilih investasi yang tersedia atau yang memungkinkan untuk dilaksanakan.

2. Keputusan Pendanaan

Keputusan pendanaan perusahaan dapat melakukannya dengan cara dibiayai oleh sumber intern atau sumber ekstern. Sumber intern adalah sumber dana yang menggunakan laba ditahan (retained earnings) sebagai alat pembiayaan yang merupakan bagian keuntungan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham dan dapat digunakan sebagai cadangan untuk menghadapi kerugian – kerugian di masa yang akan datang. Selain berasal dari retained earnings terdapat juga sumber pendanaan yang berasal dari ekstern yaitu pinjaman hutang usaha dan pinjaman dari bank.

Dengan demikian manajer keuangan sangat berperan dalam melancarkan aliran kas atau dana dari luar ke dalam perusahaan, ataupun sebaliknya dari dalam ke luar perusahaan, yaitu pembayaran deviden kepada pemilik perusahaan dan pembayaran kembali uang kepada kreditur.

2.2. Koperasi

2.2.1 Pengertian Koperasi 

Pengertian koperasi dapat dilakukan dari pendekatan asal yaitu kata koperasi berasal dari bahasa latin “cooper”, yang dalam bahasa inggrisnya disebut cooperation. Co berarti bersama dan operation berarti bekerja, jadi cooperation berarti bekerja sama. Dalam hal ini, kerjasama tersebut dilakukan oleh orang – orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama. Enriques memberikan pengertian koperasi yaitu menolong satu sama lain ( to help one another ) atau saling bergandengan tangan ( hand in hand ). Dari definisi diatas maka dapatlah disimpulkan bahwa koperasi berkenaan dengan manusia sebagai individu dan dengan kehidupannya dalam masyarakat. Manusia tidak dapat melakukan kerjasama sebagai satu unit, dia memerlukan orang lain dalam suatu kerangka kerja sosial ( social framework ).

Reminologi koperasi yang mempunyai “ kerjasama “, atau paling tidak mengandung makna kerjasama, sangat banyak dan bervariasi dalam berbagai bidang. Terdapat kerjasama dalam bidang “ Economic  Cooperation “ atau kerjasama dalam kelompok manusia yang disebut “ Cooperative Society “.

Berikut ini disajikan beberapa definisi koperasi : 

“ Prof. R.S. Soeriaatmadja memberikan definisi koperasi sebagai suatu perkumpulan dari orang – orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dangan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela  masuk, untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama “. ( Muhammad Firdaus, 2002;39)

Definisi koperasi yang lebih detail dan berdampak internasional diberikan oleh ILO ( International Labour Organization )  sebagai berikut :


“Cooperative defined as an association of persons usually of limited means, who have voluntarily joined together to archieve a common economic end through the formation of a democratically controlled business organization, making equitable contribution to the capital required and accepting a fair share of the risk and benefits of the undertaking”. ( Arifin Sitio dan Holomoan Tamba,2001;17)

Dalam definisi ILO tersebut,  terdapat 6 elemen yang dikandung koperasi sebagai berikut :

· Koperasi adalah perkumpulan orang – orang ( association of persons )

· Penggabungan orang – orang tersebut berdasar kesukarelaan ( voluntarily joined together )

· Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai (to archieve a common econmic end)

· Koperasi yang dibentuk adalah suatu organisasi bisnis (badan usaha) yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis (formation of a democratically controlled business organization )

· Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan (making equitable contribution to the capital required )

· Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang (share of the risk and benefits of the undertaking )

Di pihak lain Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti dalam bukunnya yang berjudul dinamika koperasi yang menyatakan di Indonesia pengertian Koperasi menurut Undang-undang Koperasi tahun 1967 No. 12 tentang Pokok-pokok Perkoperasian adalah sebagai berikut :

“Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. (Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti,2003;4)

Pengertian koperasi tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Yang dimaksud dengan “rakyat” adalah orang-orang yang kondisi ekonominya relatif lemah, yang perlu menghimpun tenaganya agar mampu menghadapi kelompok-kelompok/golongan-golongan yang relatif kuat.

2. Koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang mengakui adanya kebutuhan tertentu yang sama dikalangan mereka. Kebutuhan yang sama ini secara bersama-sama diusahakan pemenuhannya melalui usaha bersama dalam koperasi. Jadi orang-orang tersebut bergabung dengan sukarela, atas kesadaran akan adanya kebutuhan bersama, sehingga dalam koperasi tidak ada unsur paksaan, ancaman atau campur tangan dari pihak lain.

3. Koperasi Indonesia adalah perkumpulan orang-orang yang mengutamakan pelayanan akan kebutuhan ekonomi para anggotanya. Hal ini berarti bahwa koperasi harus mengabadikan diri kepada kesejahteraan bersama atas dasar perikemanusiaan dan bukan kepada kebendaan. 

4. Koperasi memiliki watak sosial. Hal ini berarti bahwa dasar koperasi adalah kerjasama. Didalam koperasi, anggota perkumpulan bekerjasama berdasarkan kesukarelaan, persamaan derajat (demokrasi, ekonomi dan sosial) persamaan hak dan kewajiban. Sesuai dengan asas demokrasi bahwa dalam koperasi kekuasaan tertinggi dipegang oleh semua anggota yaitu melalui rapat anggota.

5.  Koperasi juga dapat beranggotakan badan-badan hukum koperasi.

Badan hukum adalah suatu badan, yang diperoleh melalui prosedur tertentu, yang secara hukum diakui mempunyai hak dan kewajiban sebagai manusia biasa. Badan hukum dibenarkan mempunyai hak milik dan hutang piutang yang terpisah dari hak milik dan hutang piutang para anggotanya  

6. Koperasi merupakan kepentingan bersama dari para anggotanya (kekeluargaan). Hal ini dicerminkan berdasarkan karya dan jasa yang disumbangkan oleh masing-masing anggota. Jadi, partisipasi para anggota dalam kegiatan koperasi serta hasil yang dicapai tergantung dari besar kecilnya karya dan jasanya. Sifat kekeluargaan juga mengandung arti, bahwa dalam koperasi sejauh mungkin harus dihindarkan timbulnya perselisihan, sikap saling curiga, sikap pilih kasih yang dapat menimbulkan perpecahan dan kehancuran.

7. koperasi merupakan bagian dari tata susunan ekonomi, hal ini berarti bahwa dalam kegiatannya, koperasi turut mengambil bagian bagi tercapainya kehidupan ekonomi yang sejahtera, baik bagi orang-orang yang menjadi anggota perkumpulan itu sendiri maupun untuk masyarakat disekitarnya.   

Secara luas, definisi koperasi yang dikemukakan International Cooperative Alliance ( I. C. A. ) adalah :

“ Koperasi sebagai kumpulan orang – orang atau badan hukum yang bertujuan untuk perbaikan social ekonomi anggotanya dengan memenuhi kebutuhan ekonomi anggotanya dengan jalan berusaha bersama dengan saling membantu antara satu dengan yang lainnya dengan cara membatasi keuntungan, usaha tersebut harus di dasarkan prinsip – prinsip koperasi.”    (Ima Suwandi, 1985).

2.2.2 Prinsip- prinsip Koperasi

Koperasi pertama kali di cetuskan di Eropa pada waktu negara ini tengah dilanda Revolusi Industri, sehingga timbul pengangguran dimana- mana, harga- harga kebutuhan tidak terjangkau oleh sebagian besar masyarakat, akibatnya timbul ketimpangan dalam pembagian tingkat pendapatan masyarakat. Hal tersebut mendorong munculnya gerakan koperasi yang mempersatukan mereka yang bergolongan ekonomi lemah.

Pada akhirnya gerakan koperasi ini dapat berhasil, sebab dalam usahanya mereka mendasarkan diri pada prinsip- prinsip usaha yang kemudian dikenal dengan nama atau sebagai prinsip- prinsip koperasi.

Prinsip-prinsip koperasi (cooperative principles) adalah ketentuan-ketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi dan dijadikan sebagai pedoman kerja koperasi. Lebih jauh, prinsip-prinsip tersebut merupakan “rules of the game” dalam kehidupan koperasi. Pada dasarnya, prinsip-prinsip koperasi sekaligus merupakan jati diri atau ciri khas koperasi tersebut. Adanya prinsip koperasi ini menjadikan watak koperasi sebagai badan usaha berbeda dengan badan usaha lain.

Terdapat beberapa pendapat mengenai prinsip-prinsip koperasi, berikut ini disajikan beberapa prinsip koperasi yang paling sering dikutip.  

2.2.2.1 Prinsip- prinsip Raiffeisen

Freidrich William Raiffeisen (1818-1888) adalah walikota flammersfelt. Keadaan perekonomian yang buruk di Jerman pada saat itu, khususnya dalam bidang pertanian, membuat F.W.Raiffeisen mengembangkan koperasi kredit dan “bank rakyat”.

Prinsip Raiffeisen adalah sebagi berikut :

· Swadaya 

Swadya atau kekuatan atau usaha mandiri mengandung makna bahwa para petani harus dapat mengatasi kesulitan dengan kekuatannya sendiri tanpa bantuan dari manapun asalnya.

· Daerah kerja terbatas

Prinsip ini mengandung arti bahwa daerah operasi dari koperasi terbatas pada daerah dimana masing-masing saling mengenal dengan baik.

· SHU untuk cadangan 

Seluruh SHU yang diperoleh koperasi dipergunakan dalam memperkuat modal koperasi. Prinsip ini akan berimplikasi terhadap pemantapan swadaya koperasi. 

· Tanggung jawab anggota tidak terbatas

Prinsip ini menekankan bahwa apabila koperasi menderita kerugian maka kerugian menjadi tanggungan anggota.  

· Pengurus bekerja atas dasar kesukarelaan

Makna dari prinsip ini bahwa pengurus tidak memperoleh gaji atau imbalan jasa dari koperasinya, sebab pengurus harus dipilih dari anggota. Koperasi harus memperjuangkan kepentingan anggota, yang berarti juga kepentingan pengurus.  

· Usaha hanya kepada anggota. 

Prinsip Raiffeisen menekankan hal ini dimana koperasi hanya melayani anggotanya, sebab tanggung jawab anggota yang tidak terbatas.

2.2.2.2 Prinsip-prinsip Schulze

Dikota lain di Jerman, Delitzsch, seorang ahli hukum yang bernama Herman Schulze (1800-1883) tertarik untuk memperbaiki kehidupan para pengusaha kecil seperti pengrajin, wirausahawan, industri kecil, pedagang eceran, dan jenis usaha lainnya. Upaya yang dilakukan Schulze adalah mengembangkan gagasan koperasi bagi pengusaha kecil. Jadi, dalam periode yang bersamaan, diJerman ada 2 konsep koperasi yang dikembangkan, yaitu koperasi menurut Prinsip- prinsip Raiffeisen didaerah pedesaan, dan koperasi menurut prinsip-prinsip Herman Schulze yang dikembangkan didaerah pinggiran kota (urban). Inti prinsip Herman Schulze adalah sebagai berikut:

· Swadaya 

· Daerah kerja tak terbatas

· SHU untuk cadangan dan untuk dibagikan kepada anggota 

· Tanggung jawab anggota terbatas 

· Pengurus bekerja dengan mendapat imbalan 

· Usaha tidak terbatas tidak hanya untuk anggota  

2.2.2.3 Prinsip-prinsip Rochdale 

Prinsip-prinsip Rochdale pada awalnya dipelopori oleh 28 koperasi konsumsi di Rochdale, Inggris pada tahun 1944. Prinsip Rochdale ini menjadi acuan atau tujuan dasar bagi berbagai koperasi diseluruh dunia. Adapun unsur-unsur prinsip Rochdale ini menurut bentuk aslinya adalah sebagai berikut:

· Pengawasan secara demokratis (democratic control)

· Keanggotaan yang terbuka (open membership)

· Bunga atas modal dibatasi (a fixed or limited interest on capital)

· Pembagian sisa hasil usaha (SHU) kepada anggota sebanding dengan jasa masing-masing anggota (the distribution of surplus in dividend to the members in proportion to their purchases)

· Penjualan sepenuhnya dengan tunai (trading strictly on a cash basis)

· Barang-barang yang dijual harus asli dan tidak yang dipalsukan (selling only pure and unadulterated goods)

· Menyelenggarakan pendidikan kepada anggota dengan prinsip-prinsip koperasi (providing the education of the members in cooperative principles)

· Netral terhadap politik dan agama (political and religius neutrality)

2.2.2.4 Prinsip- prinsip I. C. A.

ICA (International Cooperative Alliance) yang didirikan pada tahun 1895 merupakan organisasi gerakan koperasi yang tertinggi didunia. Salah satu tujuan organisasi ini adalah untuk mengembangkan dan mempertahankan ide – ide koperasi diantara negara – negara anggotanya. Dalam kegiatannya, ICA selalu mendiskusikan prinsip-prinsip koperasi yang berlaku dan disesuaikan dengan keadaan perekonomian, sosial, dan politik yang berkembang pada saat itu. Mengenai prinsip-prinsip Rochdale, ICA memperlakukannya secara Universal dan tidak statis melainkan dinamis, fleksibel, dan persuasif.

Sidang ICA di Wina pada tahun 1966 merumuskan prinsip-prinsip koperasi dirinci sebagai berikut :

· Keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan yang dibuat-buat (open and voluntarily membership ).

· Kepemimpinan yang demokrasi atas dasar satu orang satu suara (democratic control – one member one vote).

· Modal menerima bunga yang terbatas, itupun bila ada (limited interest of capital).

· SHU dibagi 3:

1. Sebagian untuk cadangan 

2. Sebagian untuk masyarakat 

3. Sebagian untuk dibagikan kembali kepada anggota sesuai dengan jasa masing – masing.

· Semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus – menerus (promotion of education).

· Gerakan koperasi harus melaksanakan kerjasama yang erat, baik ditingkat regional, nasional, maupun internasional (intercooperative network). 

2.2.2.5 Prinsip- prinsip Koperasi Indonesia

Jika dilihat dari sejarah perundang – undangan koperasi Indonesia, maka sejak Indonesia merdeka sudah ada 4 UU yang menyangkut Perkoperasian, yaitu UU No.79 tahun 1985 tentang Perkumpulan Koperasi, UU No.14 tahun 1965, UU No.12 tahun 1967 tentang Pokok – pokok Perkoperasian, dan UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Berikut ini akan diuraikan lebih detail prinsip koperasi yang merupakan ciri khas atau jati diri koperasi, yang terdapat dalam UU No. 25 tahun 1995 dan yang berlaku saat ini di Indonesia adalah sebagai berikut :

· Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
Prinsip ini mengandung pengertian bahwa, seseorang tidak boleh dipaksa untuk menjadi anggota koperasi, namun harus berdasar atas kesadaran sendiri. Keanggotaan koperasi terbuka bagi siapapun yang memenuhi syarat – syarat keanggotaan atas dasar persamaan kepentingan ekonomi atau karena kepentingan ekonominya dapat dilayani oleh koperasi. 

· Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Prinsip pengelolaan secara demokratis didasarkan pada kesamaan hak suara bagi setiap anggota dalam pengelolaan koperasi. Pemilihan para pengelola koperasi berasal dari para anggota koperasi itu sendiri. Pada saat rapat anggota, setiap anggota yang hadir mempunyai hak suara yang sama dalam pemilihan pengurus dan pengawas. Setiap anggota mempunyai hak yang sama untuk memilih dan dipilih menjadi pengelola.  

· Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

Dalam koperasi, keuntungan yang diperoleh disebut sebagai sisa hasil usaha (SHU). SHU adalah selisih antara pendapatan yang diperoleh dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan usaha. Pendapatan koperasi diperoleh dari pelayanan anggota dan masyarakat. Setiap anggota yang memberikan partisipasi aktif dalam usaha koperasi akan mendapat bagian sisa hasil usaha yang lebih besar dari pada anggota yang pasif  anggota yang menggunakan jasa koperasi akan membayar nilai jasa tersebut terhadap koperasi, dan nilai jasa yang diperoleh dari anggota tersebut akan diperhitungkan pada saat pembagian sisa hasil usaha. Transaksi antara anggota dan koperasi inilah yang dimaksud dengan jasa usaha. 

· Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal 

Modal dalam koperasi pada dasarnya digunakan untuk melayani anggota dan masyarakat sekitarnya, dengan mengutamakan pelayanan bagi anggota. Dengan pelayanan itu, diharapkan bahwa koperasi mendapatkan nilai lebih dari selisih antara biaya pelayanan dengan pendapatan. Karena itu, balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota ataupun sebaliknya juga terbatas. Tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas adalah pemberian balas jasa atas modal yang ditanamkan pada koperasi akan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki koperasi.     

· Kemandirian.

Kemandirian pada koperasi dimaksudkan bahwa koperasi harus mampu berdiri sendiri dalam hal pengambilan keputusan usaha dan organisasi.  

· Pendidikan perkoperasian.

Agar anggota koperasi berkualitas baik, berkemampuan tinggi, dan berwawasan luas, maka pendidikan adalah mutlak melalui pendidikan, anggota dipersiapkan dan dibentuk untuk menjadi anggota yang memahami serta menghayati nilai-nilai dan prinsip-prinsip serta praktik-praktik koperasi. 

· Kerjasama antar koperasi 

Kerjasama antar koperasi dapat dilakukan ditingkat lokal, nasional, dan internasional. Prinsip ini sebenarnya lebih bersifat strategi dalam bisnis. Dalam teori bisnis ada dikenal “Synergy Startegy” yang salah satu aplikasinya adalah kerjasama antara dua organisasi atau perusahaan. Menurut Aaker David (1988), sebuah sinergi terjadi ketika suatu bisnis mempunyai keuntungan atau keunggulan yang sama. Tentunya banyak keuntungan yang diperoleh apabila kerjasama antar koperasi ini berjalan dengn baik, misalnya kerjasama dalam promosi hasil-hasil produksi anggota koperasi.  

2.2.3. Maksud dan Tujuan Koperasi

Koperasi sebagai suatu perkumpulan usianya masih muda sedang ia dilahirkan dari penderitaan golongan lemah sebagai akibat dari penindasan dan pengisapan dari golongan ekonominya kuat. Maka oleh karena itu koperasi mempunyai maksud dan tujuan yang sangat luas dan luhur dari perkumpulan lain.

Tujuan koperasi ialah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomi nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.

2.2.4. Sendi – sendi Dasar Koperasi

Sendi – sendi Dasar Koperasi Indonesia adalah :

1. Sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia.

2. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam koperasi

3. Pembagian sisa hasil usaha diatur menurut jasa masing – masing anggota.

4. Adanya pembatasan bunga atas modal.

5. Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.

6. Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka.

7. Swadaya, swakerta dan swasembada sebagai pencerminan daripada prinsip dasar, percaya pada diri sendiri.

2.2.5.  Jenis – Jenis Koperasi

Didalam masyarakat Indonesia kita mengenal bermacam- macam koperasi yang mempunyai corak dan usaha berbeda- beda, untuk dapat membedakan antara satu koperasi dengan koperasi lainnya perlu diadakan penjenisan. Suradjiman dalam bukunya yang berjudul Ideologi Koperasi Membentuk Masyarakat Adil Makmur mengemukakan penjenisan koperasi dapat ditinjau dari :

1. Penjenisan menurut ketentuan Undang – Undang

Menurut ketentuan pasal 6 UU No. 25 / 1992, penjenisan koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Berdasarkan ketentuan tersebut penjenisan koperasi yang terdapat dalam masyarakat perlu diatur kembali, antara lain diarahkan menjadi jenis – jenis koperasi sebagai berikut :

a. Koperasi Konsumen

Koperasi yang usahanya menyediakan barang – barang keperluan sehari – hari untuk kepentingan anggota dan masyarakat selaku konsumen.

b. Koperasi Produsen

Koperasi yang usahanya dapat menyangkut penyediaan bahan / sarana produksi, pemprosesan dan pemasaran barang yang dihasilkan anggota selaku produsen. 

c. Koperasi Pemasaran

Koperasi yang usahanya terutama menyelenggarakan “jasa” pemasaran barang yang dihasilkan oleh anggota secara terpisah dari kegiatan produksi.

d. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi yang usahanya menghimpun dana dan menyediakan pinjaman / modal untuk kepentingan anggota, baik selaku konsumen maupun produsen. Koperasi ini dapat pula dianggap sebagai jenis koperasi jasa.

e. Koperasi Jasa lainnya

Koperasi yang usahanya menyelengggarakan jasa tertentu untuk kepentingan anggota, misalnya jasa asuransi, angkutan, audit dan sebagainya.

2. Penjenisan berdasar kegiatan ekonomi anggota

Dari kelima jenis koperasi diatas, jenis koperasi produsen masih dapat dibedakan berdasar kegiatan yang dilakukan dalam bidang ekonominya. Misalnya ( 1 ) Koperasi Pertanian, ( 2 ) Koperasi Peternakan, ( 3 ) Koperasi Perikanan, ( 4 ) Koperasi Kerajinan, dan sebagainya.

3. Penjenisan berdasarkan golongan masyarakat yang mendirikan

Menurut ketentuan UU No. 12 / 67 terdapat jenis koperasi berdasar golongan masyarakat yang mendirikan misalnya koperasi golongan fungsional      ( pegawai negeri, anggota ABRI, Karyawan swasta, dan sebagainya ).

Demikian pula terdapat koperasi yang didirikan oleh kaum wanita, pemuda, mahasiswa, dan sebagainya. Koperasi – koperasi tersebut di muka bukan merupakan jenis, melainkan sebutan berdasarkan golongan masyarakat yang mendirikan. Menurut UU No. 25 / 92 penjenisan koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.

4. Koperasi Serba Usaha

Dalam praktik terdapat koperasi yang menyelenggarakan beberapa kegiatan usaha. Misalnya koperasi perikanan anggotanya terdiri dari para nelayan; usahanya meliputi pengadaan sarana menangkap ikan, duduk atau didekat pasar tradisional. Pengangkutan ikan dari gudang ke depot – depot diselenggarakan sendiri oleh koperasi, dengan menggunakan mobil khusus yang dilengkapi alat pendingin. Dengan demikian Pusat Koperasi Perikanan tersebut menyelenggarakan usaha industri pengolahan, pergudangan, pengangkutan, dan pemasaran melalui depot ikan. Perluasan usaha semacam itu dilakukan ke arah hilir.

Tabel 2.1

Perbedaan antara Koperasi dan Perseroan Terbatas

	Koperasi
	Perseroan Terbatas

	· Tujuan

Tidak semata – mata mencari keuntungan, tetapi terutama untuk memperbaiki kesejahteraan para anggota.

· Keanggotaan, Modal dan Keuntungan.

Anggotanya adalah yang utama. Jadi koperasi adalah kumpulan dari orang – orang. Modal adalah sebagai alat. Keuntungan yang diperoleh dibagi kepada anggota menurut urut jasa masing – masing.

· Tanda Peserta

Koperasi hanya mengenal satu macam keanggotaan dan tanda peserta tidak boleh diperjual – belikan.

· Pemilik dan Hak Suara

Tidak ada perbedaan hak suara diantara sesama anggota. Satu anggota satu suara dan hak suara tidak boleh diwakilkan.

· Cara bekerja

Koperasi bekerja secara terbuka dan diketahui oleh semua anggota.
	· Tujuan

Mencari keuntunagn sebesar – besarnya.

· Keanggotaan, Modal dan     Keuntungan.

Modal adalah primer. Jadi merupakan kumpulan modal. Orang adalah sekunder. Jumlah modal menentukan besarnya hak suara dan keuntungan dibagi menurut besar atau kecilnya modal.

· Tanda Peserta

Dinamakan perseroan atau saham. Terdapat lebih dari satu jenis saham dan masing – masing jenis mempunyai hak yang berbeda – beda, selain itu saham boleh diperjual belikan.

· Pemilik dan Hak Suara

Saham dapat terpusat pada satu atau beberapa orang, sehingga bias terjadi konsentrasi modal, dengan konsekuensi bahwa kebijakan perusahaan tersebut hanya ditentukan oleh satu atau beberapa orang, dimana saham terpusat. Hak suara boleh dieakilkan.

· Cara bekerja

Cara bekerja tidak terbuka dan Direksi memegang peranan dalam pengelolaan usaha ( organisasi )




( Sumber : Hendro yogi, 1997;231 )

2.3 Koperasi Simpan Pinjam

Pengertian Koperasi Simpan Pinjam, Menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 pasal 1, menyatakan bahwa :

“ Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam ”.

Keanggotaan koperasi simpan pinjam pada prinsipnya bebas bagi semua orang yang memenuhi untuk menjadi anggota koperasi dan orang – orang yang dimaksud mempunyai kegiatan usaha atau mempunyai kepentingan ekonomi yang sama.

Menurut Soeradjiman ( 1996;22 ) menyatakan bahwa :

“ Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang usahanya menghimpun dana dan menyediakan pinjaman atau modal untuk kepentingan anggota, baik selaku konsumen maupun produsen.”

2.3.1 Lapangan Usaha Simpan Pinjam

Baik koperasi konsumen maupun koperasi produsen pada umumnya menyediakan kredit bagi anggota yang memerlukan. Misalnya anggota koperasi konsumen memerlukan uang untuk pengeluaran yang mendadak ( terkena musibah, jatuh sakit dan sebagainya ). Anggota koperasi pertanian memerlukan uang untuk membeli sarana produksi, dan masih banyak koperasi lain yang memberikan kredit kepada anggota sesuai dengan kepentingannya. Pemberian kredit semacam itu dikelurkan oleh unit simpan pinjam dari koperasi yang bersangkutan.

Dari contoh di atas dapat dikatakan, bahwa hampir semua jenis koperasi mempunyai unit simpan pinjam sebagai usaha penunjang. Kecuali itu kita mengenal koperasi yang kegiatan pokoknya melakukan usaha simpan pinjam dan merupakan usaha tunggal. Koperasi semacam itu bisa disebut Koperasi Kredit; usahanya menghimpun dana dari anggota yang memerlukan. Badan hukumnya ada dua kemungkinan sebagai berikut :

a. Bentuk tunggal ( union ) merupakan satu badan hukum koperasi yang mempunyai cabang di berbagai tempat.

b. Bentuk koperasi primer yang beranggotakan orang – orang atau koperasi sekunder  yang anggotanya terdiri dari barbagai jenis koperasi.

2.4 Pendapatan Koperasi

Dalam kedudukannya sebagai pemilik, anggota koperasi memberikan kontribusi modal kepada koperasi, yang sistemnya diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi. Sedangkan dalam kedudukannya sebagai pengguna jasa koperasi, maka anggota koperasi memanfaatkan pelayanan – pelayanan koperasi yang sengaja diselenggarakan untuk mereka. Adapun jasa pelayanan koperasi diantaranya adalah memasarkan / menjual produk – produk yang dihasilkan oleh para anggota kepasar konsumen. Dengan harga jual koperasi kekonsumen misalnya sebesar Rp. 300,00 koperasi membayar kepada anggota produsen sebesar Rp. 200,00 berarti ada selisih harga (yang diambil oleh koperasi) sebesar Rp. 100,00. Uang sebesar 100,00 tersebut diperoleh koperasi dengan cara mengurangkan harga penjualan barang terhadap harga tembusnya kepada anggota, dipergunakan oleh koperasi untuk memenuhi segala kebutuhan biaya dalam rangka menjalankan tugas – tugas yang dibebankan oleh anggota kepadanya.

Menurut pasal 45 ayat ( 1 ), uang selisih dari laba operasi dari setiap unit barang yang diterima koperasi dari anggota tersebut, dibukukan oleh koperasi sebagai pendapatan koperasi. Sebagai pembanding, bila dalam perusahaan non koperasi selisih harga tersebut disebut sebagai margin harga atau mark – up. Kewajiban anggota pemilik koperasi, bukan saja harus memodali koperasi, tetapi juga harus memberikan kontribusi dalam keseluruhan biaya operasional koperasi. Biaya – biaya operasional tersebut adalah biaya umum ( overhead ) untuk rapat anggota, pengurus, rapat – rapat, tatausaha dan sebagainya dan biaya – biaya tetap lainnya serta biaya variable.

Maka pendapatan koperasi diartikan sebagai penerimaan koperasi atas kontribusi anggota koperasi bagi pemenuhan biaya – biaya koperasi (R.M Ramudi Arifin, 1997;76). Karena itu, pada akhir tahun buku seluruh penerimaan pendapatan koperasi itu harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan oleh pengurus koperasi kepada rapat anggota. Karena variasi aktivitas kerja koperasi, maka dapat saja pendapatan tersebut timbul dari sumber – sumber lain diluar kontribusi anggota dan dimasukkan pula sebagai pendapatan koperasi yang harus dipertanggungjawabkan kepada rapat anggota. Disinilah letak perbedaan pengertian antara pendapatan dengan margin harga non koperasi, dimana margin harga non koperasi tidak akan dilaporkan apalagi dipertanggungjawabkan kepada pelanggannya.

Adapun pendapatan simpan pinjam yang diterapkan dalam koperasi pegawai R.S. Dr. Hasan Sadikin Bandung adalah dapat dicari dengan menggunakan perhitungan seperti contoh dibawah ini :

PENDAPATAN 

1. Pendapatan Pokok

· Uang pangkal dan KTA

Rp.xxxxxxx

· Adm. Pinjaman / Provisi

Rp.xxxxxxx
· Bunga / jasa pinjaman

Rp.xxxxxxx  (+)
Total Pendapatan



Rp.xxxxxxx
2. Pendapatan Lainnya

· Jasa bank



Rp.xxxxxxx
· Jasa dari PUSKOPDIT

Rp.xxxxxxx



· Jasa PKPRI


Rp.xxxxxxx (+)

Total Pendapatan Lainnya


Rp.xxxxxxx (+)

PENDAPATAN UNIT SIMPAN PINJAM
Rp.xxxxxxx

Menurut A. Abdurrachman ( 1991;518 ) :

“Pendapatan adalah uang, barang – barang materi, atau jasa – jasa yang diterima atau bertambah besar suatu jangka waktu biasanya sebagai hasil dari pemakaian kapital, pemberian jasa – jasa perorangan atau kedua – duanya”.

2.5 Sisa Hasil Usaha (SHU)

Ditinjau dari aspek ekonomi manajerial, Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi adalah selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total (Total Revenue) dengan biaya-biaya atau biaya total (total cost) dalam satu tahun buku. Dari aspek legalistik, pengertian Sisa Hasil Usaha (SHU) menurut UU No. 25 / 1992, tentang perkoperasian, Bab IX, pasal 45 adalah sebagai berikut :

1. SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan 

2. SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi, sesuai dengan keputusan rapat anggota.

3. Besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan rapat anggota.(Arifin Sitio dan Halomoan Tamba,2001;87)

Sisa hasil usaha dapat dicari dengan menggunakan formula perhitungan seperti contoh dibawah ini :

PENDAPATAN 

1. Pendapatan Pokok

· Uang pangkal dan KTA

Rp.xxxxxxx

· Adm. Pinjaman / Provisi 

Rp.xxxxxxx

· Bunga / Jasa Pinjaman 

Rp.xxxxxxx  (+)
Total Pendapatan 



        Rp.xxxxxxx

2. Pendapatan lainnya

· Jasa bank



Rp.xxxxxxx

· Jasa dari PUSDIKOPDIT

Rp.xxxxxxx

· Jasa PKPRI



Rp.xxxxxxx

Total Pendapatan Lainnya


         Rp.xxxxxxx (+)


     PENDAPATAN UNIT SIMPAN PINJAM    Rp.xxxxxxx

BIAYA – BIAYA

1. Biaya Operasional

· Gaji pegawai



Rp.xxxxxxx

· Honor pengurus


Rp.xxxxxxx

· Rapat rutin



Rp.xxxxxxx

· Transpor dinas



Rp.xxxxxxx

· Perleng. Kantor & kalender

Rp.xxxxxxx

· Pemeliharaan gedung & staff

Rp.xxxxxxx

· Insentif bendahara & staff

Rp.xxxxxxx

· Lembur kegiatan


Rp.xxxxxxx

· Bunga pinjaman


Rp.xxxxxxx

· Seragam karyawan & pengurus
Rp.xxxxxxx  (+)

Total biaya operasional



Rp.xxxxxxx

2.  
Biaya lainnya

· Biaya pembinaan


Rp.xxxxxxx

· Biaya audit



Rp.xxxxxxx

· Bea siswa



Rp.xxxxxxx

· Penyusutan inventaris


Rp.xxxxxxx

· Penyusutan gedung


Rp.xxxxxxx
· Biaya RAT dll



Rp.xxxxxxx

· Pph & Adm. Bank


Rp.xxxxxxx
Total biaya lainnya




Rp.xxxxxxx

TOTAL BIAYA




Rp.xxxxxxx

SISA HASIL USAHA




Rp.xxxxxxx

2.6 Pengaruh Pendapatan Unit Simpan Pinjam Terhadap Sisa Hasil Usaha     

Dalam koperasi, keuntungan yang diperoleh disebut sebagai Sisa Hasil Usaha (SHU). SHU adalah selisih antara pendapatan yang diperoleh dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan usaha. Pendapatan koperasi diperoleh dari pelayanan anggota dan masyarakat. Setiap anggota yang memberikan partisipasi aktif dalam unit usaha koperasi akan mendapatkan bagian Sisa Hasil Usaha yang lebih besar dari pada anggota yang pasif.  

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pengelolaan yang baik terhadap usaha koperasi baik itu dalam bentuk usaha simpan pinjam, usaha koperasi konsumen atau usaha koperasi jasa lainnya dan didukung dengan partisipasi yang aktif dari anggota koperasi tersebut maka pendapatan koperasi akan meningkat dan dengan meningkatnya pendapatan koperasi tersebut akan meningkatkan pula SHU koperasi yang nantinya akan dibagikan terhadap para anggota koperasi sesuai dengan partisipasi masing-masing anggota koperasi.
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